BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR ({@ TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

Mengingat

. 1.

NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,

sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah perlu Penetapkan Peraturan Bupati Lamandau
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau.

Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.Undang-Undang.....
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BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

Mengingat :

NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,
sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah perlu Penetapkan Peraturan Bupati Lamandau

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
Di Provinsi Kalimantan Tengah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.Undang-Undang.....
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10.

11.

12.

13.

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012
Nomor 82 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 71 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 33 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2013
Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 104 Seri C).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 21TAHUN
2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.




BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

13.

(1)
(2)

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Lamandau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu
di daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah
Daerah meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Konstruksi media
reklame, laboratorium, dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang berupa barang
bergerak dan/atau tidak bergerak dan pemakaian/penggunaan laboratorium
milik daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

BAB 11
PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 2

Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dengan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 3

(1) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh SKPD Pengguna Barang atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(2) Penetapan SKPD pengguna barang sebagai pemungut retribusi ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dituangkan dalam
perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah terutang yang tertera pada SKRD 15
(lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.

(2) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh
pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 5

(1) Pembayaran retribusi terutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau
kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran.

(2) Bentuk dan isi SSRD atau tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :

a. disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; atau
b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh wajib Retribusi atau kuasanya
dan/atau pihak ketiga;

(4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara
penerimaan SKPD Pengguna Barang paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak uang kas tersebut diterima.

(5) Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan retribusi sulit dijangkau
dengan transportasi dan secara teknis tidak memungkinkan dilakukan setiap
hari, batas waktu penyetoran ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan
ditetapkan paling lama 7 hari kerja dengan dilampiri rekapitulasi penerimaan
harian retribusi.

(6) Bendahara penerimaan SKPD Pengguna Barang selanjutnya menyetorkan
seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari kerja dan jam kerja.

(7) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBAYARAN RETRIBUSI MELALUI PENJAMINAN
Pasal 6

(1) Pembayaran retribusi dapat dilaksanakan melalui prosedur penjaminan oleh
pihak ketiga baik yang preminya ditanggung oleh pemerintah atau dibayar
secara sendiri oleh wajib retribusi.

(2) Pelaksanaan pengelolaan pembayaran retribusi melalui jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut pembayaran retribusi melalui penjaminan diatur dengan
Keputusan Kepala SKPD Pengguna Barang.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2

(1)
(2)

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui
SKPD Pengguna Barang untuk mengangsur atau menunda pembayaran
retribusi yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran
retribusi, dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau
mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak
mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.

Dalam hal permohonan untuk mengangsur disetujui sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua
per seratus) setiap bulan dihitung dari sisa angsuran, dengan ketentuan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal permohonan untuk menunda pembayaran disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga
sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan, dengan ketentuan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum

jatuh tempo pembayaran, dilampiri dengan :

a. alasan pengajuan permohonan;

b. bukti pendukung berupa surat keterangan tidak mampu dari Kepala
Desa/Lurah

c. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa
angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi
yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilampaui

dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib

retribusi sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi

tepat pada waktunya.

Pasal 9

Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya
surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi.

Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (3), dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran
Retribusi.

Pasal 10

SKPD Pengguna Barang menetapkan besarnya utang retribusi yang
ditunda pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), ditagih dengan
menerbitkan STRD setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo
penundaan, atau pada tanggal pembayaran.




(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Pasal 11

Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan
oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), SKPD
Pengguna Barang atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan; atau
c. menolak permohonan wajib retribusi.
Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), telah terlampaui dan SKPD Pengguna Barang tidak menerbitkan
suatu keputusan,permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib
retribusi dan SKPD Pengguna Barang wajib menerbitkan Surat Keputusan
Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan
Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi paling lama 5 (lima) hari
kerja.
Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, SKPD Pengguna Barang
menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran
Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran
Retribusi.
Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, SKPD Pengguna Barang menerbitkan Surat
Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran
Retribusi.

BAB V
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 12

Pejabat menerbitkan STRD apabila :

a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran
retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung.;

c. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau
bunga.

Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh
delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi.

Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dalam hal wajib retribusi membetulkan
sendiri SSRD yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar
dari SKRD, dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD sampai
dengan tanggal pembayaran.

Penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran Retribusi Daerah
(STRD) yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo
pembayaran.

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah
pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua
per seratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling
lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.

Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB V1
PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 13

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.

(2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.

(3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, SKPD Pengguna Barang wajib
membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak
tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :

a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;

b. daftar umur piutang retribusi;

c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;

d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggung jawaban
terjadinya kedaluwarsa penagihan.

(5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh SKPD Pengguna Barang dibahas
bersama instansi lain yang terkait dan dituangkan dalam format berita
acara.

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai
usulan SKPD Pengguna Barang kepada Bupati untuk penghapusan
piutang Retribusi.

(7) Berdasarkan usulan SKPD Pengguna Barang, Bupati dapat menerbitkan
keputusan tentang penghapusan retribusi dimaksud.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14

Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan
ataupembebasan retribusi dalam hal :

a.

kondisi objek retribusi : Usaha yang menjadi Objek retribusi tutup/hilang
sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain
berkaitan dengan objek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan,
keringanan atau pembebasan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
kondisi subjek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun atau
hilang sama sekali sebagai misal karena sakit, meninggal dunia, kondisi
ekonomi lokal,regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab
lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran
pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 100% (seratus per
seratus);

kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam atau
sebab — sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi,
gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran
pengurangan/pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus).

Pasal 15

(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau

pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada SKPD
Pengguna Barang dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2)Permohonan......



















D. FORMAT BUKU PENERIMAAN

PERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS / KANTOR..... ceeanns ceereacsssensnoes cessenes sessesssansene
JLB.iiiiienenens Ceeseraens
Telp. cvveeenennns Cerreeen | U1 PO
Nanga Bulik ..................
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG
Tahun Anggaran: .......c..c.ocoviviinnnnne. Jerereneenaniiireans
Bulan: .....c.cooviiniiiininininia
PENERIMAAN PENYETORAN
JULAH {JUMLAHSs/d | JUMLAH JULAH |JUMLAH s/d JUMLAH s/d
NO| AYAT URAIJAN BULAN BULAN s/d BULAN | KETERANGAN |NO! AYAT URAIAN BULAN BULAN BULAN INI KETERANGAN
INI YANG LALU INI INI YANG LALU
JUMLAH PENERIMAAN JUMLAH PENYETORAN
SISA S/D BULAN INI Rp.
Mengetahui : ooy Tahun L
Kepala ..o ,
Bendahara Khusus Penerima,
NIP. v,
NIP.
BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN
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